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Bahwa dengan telah ditetapkenya Undang-undang Momor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atss Pajak Deerah dan
Retribus| Daerah, maka Persturan Daerah Kabupatzn Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Tetminal dan Retribusl Terminal Angkutan Umum dipandang
sudah tidak sesual lagl;

Bahwa sahubungan dengan hal tarsabut maka periu mengatur
kemball tentang Retribusl Terminal Penumpang dengan
Peraturan Daerat, 4

Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Ctonomi Kehiupaten-kabupaten dalam
Ungkungant Daerah Propinsl Sumatre. Utara jo. Undang-
undang Nomar. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan 9
Kabupaten Acsh Tenggara; i

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang talu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Nagard Republik Indonesia
Tehun 1992 Homor 49, Tambahan Lambaran Negara Republik
Indonesia Nomer 3460); 2

tndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tantang Pemerintahan
Daarsh {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3037); s

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 bantang Perimbangan
Kauangan entara Pernerintah Pusat dan Daerah;
Undang-undang MNomar 34 Tahun 2000 tentang Parubahan
atasPajak Daerah dan Retribusl Daerzh (Lembaran Negare
fepublik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo.
Undang-urdeng Nomor 18 Tahun 1999 tentarg Pajak Dasrah
dan Retribusi Daerah;

Perdturan Femerintzh Nomor 25 Tahun 1999 tantang
Perimbangan Prasarsna dan Lelu:lintas Jalan (Lambaran
Megara Repuplik Indonesia  Tahun = 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indanesla  Nomor
3529); : :

Peraturan Pemerinth Nomor 20 Tahin 1997 wentang Retribus!
Daerah (Lembaran ‘Negara Républik Indonesia Tahun 1997
Norhor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 3692); g :

8.Peraturan.,




>
5 Peraluran Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 ‘tentang
Kewenahgan Pemerinteh dan Kewenangan Propinst sebagal
Dezarah Olopom. g

o Keputuean Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
senytsunan Peraturan Perundang-undangan.

10 Keputusan Mentari Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995
tentang Terminal Transportasi Jalan; B

11 Keputusan Mentari Dalam Megert Nomer 19 Tahun 1998.°
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Dasrsh
Tingkat I dun Daerah Tingkat 1.

12 Paratran Dasrah Kabupatan Dasrah Tinglat 1Y Apeh Tengah,
fomar & Tahun 1987 tentang Penunjukan, Pergangkatal
\owerargar dan Pemberhantinn Pegawal Negeri Sipil ssbagar ©
penvidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IT Acsh-.
Tungah; :

14, Peraturan Paerah Kabupaten Aceh Tengah Nomer 7 Tahun * |
1594 tentng Pembeatikan Organisasl dan Tata Karja Dinas |
Lalu Lintas dan Anglutsn Jalan Kabupaten Tingkat 11 Aceh
Tangah; i

Dergan ParseRjuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Mengtaplkan : PERATURAN DAFRAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
REVRIBUST TERMIMAL PENUMPANG, iy

BAS 1 .
METENTUAN UMUM v
Pasal 1

Drlam Persturan Daerah i yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;

b, Bupati adalah Bupat Aceh Tengah;
¢ Divas Lalu Uintes dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Untas dan Anglutan
Jafan Kabupsten Daerah Tingkat IL Aceh Tengah; s

4 Terminal Perumpsng adalah prasarana trangsportasi Jalan untuk leeperiuan
memuat dan  meoUruskan  orang  Serta  mengatur kadatangan dan
pamberangiaten kanderman umum, beseraia segala fasiitas perlengkapanya,
yang merupakan salah satu wjud simpul jaringan wangportas; i

o Kenderaan Umum adalah sstiap kenderaan bermator yang disadiakan untulk ;
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; g

F. Ratribusl.




f.  Retribusi Terminal Penumpaig adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan
penyediaan tempat parir untuk kenderaan penumpang dan Bus umumm,
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas tainya dilingkungan terminal, yang
dimiliki da atau dikelola cleh Pamerintah Daereh.

g. Badan adalzh suaty bentuk Badan Usaha yang meliputi Perservan Terbats,
perseroan Komandiver dan persaroan lainnya.

I Pamunguian adaiah suat rangiaian kegiatan mulal dari penghimpunan
ohyek dan subyek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutsng
sampai kegiatan penaglhan reiibust kepads wajib retribusl serta pangawasan
penyetorannya;

i. Surat Ketetapsn Retribugl Dasrsh adslah surat keputusan yang manentukan
besamnya retribusi yang terutang ;

3. Pejabat adalah Pegawal yang diberi Tugas tartentu dibidang Retribusi Daerah .
sesual dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

k Badan adalal sustu bentulk baden usaha, yang melipud Parssroan Terbatas,
Parsaroan Korsanditar, parssroan lainnys, Badan usaha Milik Negera atau
Dasrah dengan Mama atay bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Firatna, Kongsl, Kapernsl, yavasan etai Crganisasi yang sejenis, Lembaga,

wilih, bentul usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

I Perungutzt adalah suatu ranglaian kepiatan mulai dari penghimpunan
vhyek dan subyele retribusl, penenfi@n besarnya retribusl yang terutang
sampai kegiatan penagihan ratribusi kepada waiib retibusi serta pengawasan
penyatoraniya;

m. Surat Ketets|
besarnya reti

+ Raribusi Dasrah adalah surat keputusan yang menentukan
busi yang terumng;

n Pajabar adalah Pegawai yang diberi tugas tertantu dibidang Retribusi Daerak
sesval dengan Ketentuen Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB 11
HAMS, ORYEK DAN SUBYEK RETRIBUST

Pasal 2

i narma Refbusl Toreningl Penumpang dipunqut retribusl atas penggunaan |
asa termingl penume g, +

Pasai 3

{1) Ohyelk Retnbust Tarminal penomeann adalah penggumean jesa pelayanan:

i
ayannn Terminal Perumpang sebagaimans dimalcud pada ayat (1)
i eltputd

Jasa pelayanan pengpunaan termpat parkir meliput :

13 Parggurzan bemeal perkic kendersan umum unluk menaikian dan
mienurunkan penumpang;

2) Penggunean tempat parkir selsin kenderaan umunt,




. Jass pelayanan penggunssan fasilitas Tamminal meliputi { ;
1) Pernakaian ruand turggy untuk penumpang dan atau ruang istirahat
away kendersan, 7

2) Pamakaian RuleyToko/Kios dan tempat usaha tertantis, £

Pasat 4

{1) Subyel: Retrthust adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa-
peiayanan Terminsl Panumpana. N

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi stau badan yang wajib membayar
Retribust karena metggunaken jasa pelayanan terminal penumpang. :

BAB IIT
OASAR PENGGENAAN DAN TARIP RETRIBUST

Pasal 5

Dasar pergenaan retithus  adalah  perggunean jasa pefayanan  diterminal
vapang

Pasal &

(1) Pergun tempst  parkic kenderaan Umum  untuk menalkan dan
enurunkan pensmnang setan kali masuk dipungut retribusi sebesar : E

5 Wenderann Bus Cepar Rp. 1,500, -/hari

b Kendersan Dus Lambat Rp.  1.000,-/harl

= Henderaan Mon Bus antar Kota Rp.  750,~/hari

g Kenderaan ton Bus dalem Kotz Rp.  500,~/hari

. Augkutan Pedesaan/Kanderaan non Bus Rp,  300,-/hari
(2) Penggunzan tempat parkic selan kenderaan umum dipungut retribusi
sebesar; c

4. Kenderaan rods empat Rp.  500,~/hari

. Kenderaen roda dua Rp.  200,~/harl

BAB IV
WILAYAH, CANA PENGHITUNGAN DAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTARN RETRISUST
Pasal 7

Retribusl yang terutang dipungut ditempat penguna jasa disediaikan/diberikan.

Pasal 8
(1) Rewibusi di pungut dendgan menggunakan Surat Ketetapan Retribusl Daerah;

2) Palam hal wajlb retribust tdsic rembayar tepat pada waktunya atau kurang |
fmermbayar, dikenakan sangsi sdministresi berupa bunga sabesar 2 % (dua '
persen) setiap bulen dari ratribusi yang terutang yang tidak atau lurang’
dibayar dan disagit dengan menggurakan Surat Tagihan Retribusi Daerah, .

Pasal 9.




Pasal 9

1) Wajit Retribusy dapat mengajukan keberatan kepada Bupat| Kepala Dasrah
ata Pejabst yang diturjuk atas Surat Ketstspan Retribusl Daerzh atau
dolcurmen lain yang diperssmeian;

(23 Keberstnn diajuion secara tarmuiis calam Sshasa Indonesia dengan dis=rtal
alasan-alasan yang jelas;

(3) Keberatan harus disjulan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) buizn
sejak langgel Surat Kettapsn Retribusl Daerah diterbitan, kecuali wajib
Retribusl dapat menurjuican bafwa jangka waldu Ity tidak dapat dipenul
tcarena keadann diluar keluasaannya; i

(4) Pengajuan leberatan tidak menunds kewajlban membayar retribust dan
pelaksanaan peragihan retribusi. . 3.

bl

Pasal 10

(1) Bupati Kepala Dasrsh paling lema 6 (enam) bulan sajok tanggal surst
faheratan diterima harus membert keputusan atas keberaten yang diajulan;

{2) Kepubusan Bupati Kepals Daerah atas leberatan dapat herupa menerima
sefurybnya atau sshagian, menotak, atau menambah besarmya ratribusl yang
terurang.

BAB V'
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 11

t

(1) Bupatl Kepala Daereh berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapal
memberiican kerinpanan atau pembebasan Retribusl. %

(2) Taln cara pemberlan keringanan atau perrbabasan Ratribusi sehagaimane
dimalesud dalam syat {1) Pasal inl, ditstapkan lebih larjut oleh Bupat Kepala. -
Daerah.

BAB M
KETENTUARN PIDANA
Pacal 12
Wajilb Retribusi yong melanggar Pasal 7 dan Fasal B Peraturan Daerah il

hingna merugikan kevangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama & (enam) bulan dan atau denda Rp. 5. 060,000~ (Lima Juts Rupiah).

BAap VIT
PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Pejbar Pogrwal Negerl Sipil tertenty dilingkungan Pemerintahan Daerah g

ber| wewrang idust yai Penyidik untuk melakukan penyidikan tndak.
pidena dibidang Retribusi Dasah sebagaimans dimaksud dalam Undan:
ndang 1 5 Tulun 1981 tentsng Hukum Acara Pidana.

{2) Wewanang. ...




@

Weswienang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal int adalsh:

3. Menerime, mencari, mengumpulkan, dan menaliti keteragan atau laporan
burkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar
ketarangan stau laporan tersabut menjadi lengkap dan jalas;

b Menalit, mercar], dan mengumpulkan ketsrangan mengenat orang pribad
atay badan nemang Kebenaran Perbuatan yang dilakukan sshubungan
dengan tisdak pidana Retribusi Daersh tersebut;

¢ Memintz keterangan dan bahan buktl dari orang pribadi atau badan
sahubungan dengan tndaic pidana dibidang redibusi Daerah;

d. Memarikss uki-buku, catala y dan  dolos dolk laln
berkersan dengan tindak pidanz dibidang Retribusl Daerah; 5

@

2l per 1 untuk bahan bukti pembulwan,
pencatazan, don dokumen-dol laln, serta kukan i
tarhadas borang huldi tersebut;

¢ Meminta bantuan tenaga ahi dalam rangka pelaksanean tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Retrious Dasrah;

Menyiruh berhenti, melarang  sesecrang meningalkan ruangen atau
Lermpat pady ssat sedang berangsungnya dan memeriksa identitas crang
dan stau dokumen yang dibawa sebagaimans dimaksud dalam huruf e
ayat ini;

Meratral seseorang yang herkmitan denga Gndak pidana Retribus!
Dagral
Mamengaii wiang dnkuk didengar keteranngannya untuk diperiksa sehagal
tersangla atau suksl; E
ranghentikan peayidikan;

Melalcukan tindaken lain yang peru untuk lelancaran penyidikan Endalk
pldora  dibidang  retribus dberah  menurut hukum  yang dapat
dipertangg ung jawsokan;

I

Penyidiic sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal inl, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampailan hasil penyidikan kepada Penuntut
Ui, sesusi dengan ketsrtuan yang diatur dalam Undang-undang Namer 8
Tubwis 19851 Lentany Hukuss Acara Pldana

B
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Dinas Lalu Linas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan
Peratuian Dasrah ini. R ;
Pengawasan Umum atas Pelaksanaan Peraturen Daerah ini dilakukan olelv.
Irspektorat Wiayah Kabapaten Aceh Tengah.

Untuk kepantirgen Pelaksansan Persturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini diberikan biaya operasional yang besarmya ditetapkan
dengan Keputussn Bupati Kepala Dmerah dan ditampung dalam Anggaran
Pandapatan dar Belanja Daerah. p

BAB IX...




| BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

(1) Dangan barlakunya Perstuian Daerah ini malks peraturan Dasrah Xabopzten

Daerah Tlngkst I Acsh Tengah Momor:2 Tahun 1552 tentang Perubabai

ua Peraturan Cucrah Kabupaten Basrah Tingkat 11 H Hamer 9

Tahun 1392 Tefmiet dan Retribust Terminal Angkucn Umum dinyatakan
tidak berlaku lagi dan alav dicabut.

(2) Peraturan Oaarah ini mufz: benaku pada "angga! diundangican,

pgar supaya setiap orang  dapet | mengetabuinya, mernerirtahlan
pengundangan Peraturen Daersh i denga persmpatanya dalam Lembaran
Daerah,

Diundengien i Takengon

/_pada uanggal 24 Apri 2001
=

s Dagrafi Kabuplatené—

: AR LAUT TA
nadNip, 010 055 245

s
ST

“LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2000
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